
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR ril TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAT{}I BARr{IIG/JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin

tentang Ped.oman Pengadaan BaranglJasa Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah Datu Sanggul Rantau;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [,aut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 385U;
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3.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan I"embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

a400h

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2AOg tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5O721';

4.

5.

6.

7.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2At4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOS Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Al2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 1.71,

Tambahan Lembaran

lndonesia Nomor 53aO);

Negara Republik

9.
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Al4

tentang Pengelolaan Barang Milik

NegaralDaerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 92, Tasrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLT

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Afi Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zA19

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2At8

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2ALl Nomor 310);

12.

13.

14.

15.

L
\



16.

-5-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor

12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan

Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin {Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2008 Nomor O5), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor O9);

17.

18.

t9.
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

(l,embaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2OL6 Nomor 09), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

{Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2OLg Nomor 1O);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEDOMAN

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DATU SANGGUL RANTAU.

Pasal 1

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Tapin Nomor O6 Tahun 2013 tentang Jenjang

Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan

umum Daerah Rumah sakit umum Daerah Datu sanggul

Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 06);

dan
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b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun zOtT tentang Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2AL7 Nomor 35);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 13 *n,ni ?-=.''^'

\rvr #.-*ARPAN4-

SEKRETARIS DA KABUPATEN TAPIN,

MASYRINIANSYAH

BERTTA DAERfu KAEIUPATEN TAPIN TAHUN 2O2A NOMOR ft


